BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Kas
Desa untuk pembangunan SUTET di Kabupaten Batang, Jawa Tengah
khususnya Desa Kranggan Kecamatan Tersono secara garis besar dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
PT. PLN (Persero) UIP JBT Il Yogyakarta sebagai pelaksana Pengadaan Tanah
telah memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak-pihak yang berhak
dalam bentuk dan/atau jenis ganti kerugian berupa uang yang merupakan hasil
keputusan bersama melalui musyawarah. Uang yang diberikan dipergunakan
olenh perangkat desa (yang juga adalah Panitia Pengadaan Tanah) untuk
membeli tanah pengganti yang senilai (tukar menukar) dengan tanah yang
sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Jumlah ganti kerugian yang diberikan untuk Tanah Kas Desa Kranggan
Kecamatan Tersono adalah sebesar Rp. 770.855.000,- (Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dipergunakan untuk
membeli tanah pengganti milik Hj. Mir’atun seluas £1.400 m? dengan nilai Rp.
270.081.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan puluh Satu Ribu Rupiah),
tanah pengganti milik H. Abdul Ahmad seluas +907 m2 dengan nilai Rp.

Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) , tanah
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pengganti milik Sun’nah seluas +870 m? dengan nilai Rp. 165.564.000,-
(Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
Letak masing-masing tanah pengganti tersebut berada pada satu lokasi yaitu
Desa Kranggan Kecamatan Tersono. Ganti kerugian tersebut membawa
manfaat kepada pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian karena
meningkatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Selain itu tahapan
Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah telah dilaksanakan sesuai
dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
. Saran

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Pemerintah Kabupaten
Batang (juga termasuk Panitia Pengadaan Tanah) dalam melaksanakan
kegiatan Pengadaan Tanah pada masa yang akan datang harus lebih baik lagi
terutama bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan SUTET secara
tidak langsung wajib diberikan ganti kerugian berupa kompensasi oleh
pemerintah sehingga masyarakat tidak dirugikan walaupun tidak terkena

dampak secara langsung akibat Pengadaan Tanah pembangunan SUTET.
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